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BAGIAN |
POKOK-POKOK, ASAS DAN KAIDAH HUKUM ISLAM

A. POKOK-POKOK HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi
bagian agama Islam, hukum yang dibangun berdasarkan
pemahaman manusia atas nash Al- Qur'an maupun Al- Sunnah
untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara
universal dan relevan pada setiap zamén (waktu) dan makén
(ruang) manusia (Munawar, 2004). Al-Qur’an dan literatur
hukum Islam tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hukum
Islam" sebagai satu dari istilah yang digunakan. Sebaliknya, al-
Qur’an mengandung beberapa istilah yang berkaitan, seperti
syari’ah, figh, hukum Allah, dan sejenisnya. Istilah "hukum
Islam" sendiri merupakan suatu terjemahan dari "/slamic law'
dalam literatur Barat, yang kemudian menjadi istilah yang
umum digunakan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang
makna "hukum Islam," pertama-tama kita perlu memahami arti
dari masing-masing kata tersebut. Secara etimologis, kata
"hukum" berasal dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu &5
35 (hakama-yahkumu), yang kemudian membentuk bentuk
mashdar-nya menjadi U4 (hukman). Lafal 24l (al-hukmu)
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merupakan bentuk tunggal darl bentuk Jamak (al-ahkém),

(Mardanl, 2010)
Istilah "hukum Islam" pada dasarnya mencakup konsep hukurm
yang terkandung dalam ajaran Islam, Istilah Inl muncul sebagai
hasil terjemahan darl llteratur Barat dan kemudlan diterirna
secara luas, Untuk leblh mengkajl dan merincl makna hukum
Islam, perlu memahami lebih dalam masing-masing elemen
kata tersebut, sehingga kita dapat meresapl nuansa dan
substansi dari konsep hukum dalam ajaran Islam.
Hukum lslam merupakan suatu jalan yang ditempuh oleh
manusia sebagai sarana untuk mencapai jalan Allah, Tuhan
semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam mencakup segala
aturan dan peraturan yang bertujuan mengatur segala urusan
umat dalam menghadapi persoalan dunia dan akhirat. Prinsip-
prinsip hukum Islam bersifat universal dan meresap dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk kepribadian, ekonomi,
dan sosial.

2. Ruang lingkup Hukum Islam
Dalam konsepsi hukum Islam, dasar kerangka hukumnya di
tetapkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan —
hubungan manusia. (Ali, 2011) Ruang lingkup hukum Islam
terbagi menjadi dua aspek utama, yakni hubungan antara
manusia dengan Tuhan (hablun minaallah) dan hubungan
antar sesama manusia (hablun minannas). Hubungan pertama
dikenal sebagai ibadah, sementara hubungan kedua disebut

muamalah. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki tiga jenis
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hubungan dasar, yaknl dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri,
dan dengan sesama manusia, Beberapa surah dalam Al-Qur’an,
memberikan jabaran panduan mengenai hubungan manusia
dengan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah
ayat 21 :

!..éf: ,‘,’.‘ e ’..51 .Iz,’. ¢ Jé 15’ 020 : Y it
(03a55 SIS e 3l 1SS (ol 28G5 5B 2 L

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu
dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,
Hubungan manusia dalam konteks Islam memiliki dampak
yang bervariasi tergantung pada individu tersebut. Dampak
tersebut dapat mencakup pengembangan potensi kecerdasan
manusia atau mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan di
dunia dan akhirat. Hubungan antar manusia dalam Islam
bersifat horizontal dan bersandar pada hubungan vertikal
antara manusia dan Allah. Hubungan Muslim dengan sesama
manusia melibatkan pembentukan hubungan kekerabatan.
Selain itu, dalam hubungan ini, pergaulan hidup diatur oleh
syariat Islam berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran
Islam.

Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang,
diantaranya: (a) munékahat, (b) wirétsah, (c) mu'dmalat dalam
arti khusus, (d) jindyat atau wuqdbat, (e) al-ahkdm as-
shulthaniyyah (khilafah), (f) siyédr, dan (g) mukhdsamat
(M.Rasyidi, 1971).
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Apabila Hukum Islam di sistematikkan dalam tata Hukum ¢;
Indonesia, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan
sistematika llmu Hukum umumnya, dalam bidang kajian
Hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua bagian yakn;j
Hukum publik dan hukum privat, Hukum privat mengatur
hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang
yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan
perseorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan
antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan
antara negara dengan perseorangan (Kansil, 1986), yang
memuat antara lain:

a. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

1) Jindyah (Hukum Pidana Islam), yang memuat aturan-
aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam
dengan hukuman, baik dalam jarimah hudid (pidana
berat) maupun dalam jarimah ta’zir (pidana ringan).

2) Al-Ahkam as-Shulthaniyyah (Hukum Pemerintahan),
membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan
kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan
daerah, tentang pajak, dan sebagainya;

3) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan
dengan pemeluk agama lain dan negara lain;

4) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan

hukum acara.
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b. Hukum Privat

Hukum perdata Islam meliputi:

1) Munékahdt mengatur segala sesuatu yang berhubungan
dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat
hukumnya;

2) Wiratsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli
waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan.
Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum faréidh;

3) Mu’amalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah
kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan
manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa,
pinjam-meminjam,  perserikatan,  kontrak, dan
sebagainya (Rosyadi, 2006)

3. Subjek Hukum Islam

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap hukum
memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan dan
wewenang hukum. Daiam penjabaran yang dalam lebih luas,
subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manusia dan badan
hukum. (Rahman, 2013)

Subyek hukum (mahkum ‘alaih) dalam Hukum lslam adalah
mukallaf, yang merupakan individu yang telah memenuhi
persyaratan vkecakapar'\ untuk melakukan tindakan hukum.
Dalam kerangka Hukum Islam, subyek hukum hanya diakui
dalam bentuk manusia (persoon). Subyek hukum yang
merupakan individu yang terikat oleh hukum syariah. Dalam

konteks usul figh, subyek hukum disebut sebagai mahkum
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'alaih, yang merujuk kepada individu yang terikat oleh hukum
syariah.

Dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah, subyek hukum juga
dapat merujuk kepada badan hukum, yang biasanya disebut
sebagai syakhsyiyyah itibariyah dalam fikih muamalah.
Implementasinya dalam konteks Hukum Ekonomi Islam dapat
terjadi melalui perjanjian kemitraan kontemporer.

Dalam Hukum lslam, subyek hukum tidak membedakan tajam
antara hukum perdata dan hukum publi_k, karena dalam hukum
perdata terdapat aspek-aspek pubiik dan aspek-éspek
perdatanya. Subyek hukum ini juga terkait dengan konsep akad
dalam fikih muamalah, di mana mayoritas ulama menganggap
bahwa rukun akad terdiri dari tiga komponen, yaitu ijab,
kabul, dan objek. 7

Dalam kajian Hukum Islam, subyek hukum juga terkait dengan
usul figh, yang merupakan ilmu dasar Yang harus dikuasai oleh
sarjana Hukum lIslam, karena berisi metode-metode/kaedah-
kaedah untuk mengistinbatkan Hukum Islam.

Subyek hukum (mahkum 'alaih) dalam Hukﬁm Islam mengacu
pada mukallaf, baik dalam bentuk manusia maupun badan
hukum, yang terikat oleh hukum syariah dan memainkan peran
penting dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah serta dalam
konsep akad dalam fikih muamalah,

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang

biasa disebut ahliyyah. Kecakapan ini terkait dengan mampu

tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek
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hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi ah/iyyah, yakni
ahliyyah al-ada’ dan ahliyyah al-wujab. Yang pertama terkait
dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan
hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecapakan
seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu
menunaikan kewajiban, misalnya ahliyyah al-wujab dalam hak
waris bagi bayi (Dahlan, 2011).
4. Objek Hukum lIslam
Dalam hukum Islam, terdapat konsep subjek dan obyek
hukum. Subjek hukum merujuk pada individu atau badan
hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan obyek
hukum merujuk pada hal-hal yang menjadi objek dari hukum,
seperti perbuatan, keadaan, atau hubungan hukum.Menurut
penelitian yang dilakukan, subjek hukum dalam hukum lslam
mencakup individu, badan hukum, dan lembaga seperti baitul
mal. Sementara itu, obyek hukum ‘dalam hukum Islam
mencakup perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perintah
Allah dan Rasul, serta hal-hal yang diatur oleh hukum, seperti
wilayah hukum.
Menurut para ulama ahli dalam ilmu ushdl figh, istilah
"mahkdm fih" merujuk pada objek hukum dalam kerangka
hukum Islam, yang menunjukkan perbuatan seorang mukallaf
~yang terkait dengan perintah syari’ (Allah dan Rasul-Nya).
Objek hukum ini melibatkan berbagai perbuatan yang
berkaitan dengan tuntutan mengerjakan (wajib), tuntutan

meninggalkan (haram), tuntutan memilih suatu pekerjaan
l PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM 7
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(mubah), anjuran melakukan (sunah), dan anjuran
meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa setiap

perintah syari' memiliki objeknya, vyaitu perbuatan yang

dilakukan oleh mukallaf, dan terhadap perbuatan tersebut,

ditetapkan suatu hukum.

Dalam hukum Islam, mahkdm fih atau objek hukum inij
memegang peran yang sangat penting dalam menentukan hak
dan kewajiban, serta dalam mengatur hubungan hukum antara
individu, badan hukum, dan lembaga. Objek hukum ini
mencakup perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah
Allah dan Rasul, dan menjadi landasan bagi penetapan hukum
dalam kerangka hukum Islam.

Mahkdm fih tidak hanya mencakup perbuatan sebagai suatu
tindakan, tetapi juga mencerminkan aspek moral dan spiritual
yang melekat dalam hukum Islam. Kesepakatan para ulama
mengenai keberadaan objek hukum ini menegaskan bahwa
setiap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari memiliki
implikasi hukum yang harus dipertimbangkan dalam konteks
nilai-nilai syari’at. Sebagai hasilnya, pemahaman mendalam
terhadap mahk(m fih membantu membentuk kerangka kerja
hukum Islam yang komprehensif dan berlandaskan pada ajaran
Allah dan Rasul-Nya.

5. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memperlihatkan karakteristik-karakteristik khas
yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya, menjadi

sebuah pondasi yang kokoh dalam mengatur kehidupan
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manusia. Karakteristik-karakteristik ini hencakup sifat takamul
~ (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), dan harakah
(dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman). Selain itu,
hukum Islam juga menunjukkan sifat universal, dinamis,
kemanusiaan, ta'aquli (rasional), ta'abbudi (berkaitan dengan
ibadah), dan wasathiyah (moderat) (Ahmad Munawir, 2023).
Sifat takamul mencerminkan keutuhan dan keberlakuan hukumn
Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat
wasatiyah menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk
mencapai keseimbangan dan harmoni, tidak menganut
pendekatan ekstrem dalam mengatur kehidupan. Sementara
itu, sifat harakah menunjukkan bahwa hukum Islam mampu
beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjadikannya
dinamis dan relevan.
Keuniversalitas hukum Islam menekankan bahwa aturan-
. aturan ini bersifat inklusif dan berlaku untuk semua individu
serta di segala zaman. Bersamaan dengan itu, sifat kemanusiaan
hukum Islam menunjukkan perhatian yang mendalam
terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek peraturan.
Sifat ta'aquli menegaskan rasionalitas dalam perumusan
hukum, sementara sifat ta'abbudi menghubungkan hukum
Islam dengan aspek-aspek ibadah. Kombinasi karakteristik-
karakteristik ini, hukum Islam mampu memiliki kekuatan dan
relevansi yang mandiri tanpa harus bergantung pada kekuatan
pemaksa dari luar. Hal ini menegaskan bahwa hukum lslam

memiliki landasan yang kokoh dan sesuai dengan tuntutan
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kehidupan manusia, mencakup baik aspek ibadah maupun

muamalah.

Karakteristik Hukum lslam yang berlaku mencakup beberapa

dfat yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya,

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik hukum Islam dapat

dirinci sebagai berikut:

a. Bersifat Ketuhanan: Hukum lIslam memiliki akar dan sumber
yang berasal dari ketentuan hukum Allah SWT, yang
terdapat dalam  Al-Qur'an. Keberlakuannya  tidak
bertentangan dengan ajaran agama lIslam, sehingga
menegaskan dimensi ketuhanannya. |

b. Universal dan Dinamis: Hukum Islam bersifat universal,
berlaku untuk semua individu dan di semua zaman. Selain
itu, hukum ini juga bersifat dinamis, mMampu
mengakomodasi perkembangan zaman dengan tetap
mempertahankan prinsip-prinsip inti ajaran Islam.

¢. Kemanusiaan: Hukum Islam menghormati martabat
manusia dalam keseluruhan aspeknya, baik itu jiwa dan
raga, rohani dan jasmani, Pemuliakan terhadap manusia
dan kemanusiaan menjadi prinsip utama dalam penerapan
hukum Islam, |

d. Bersifat Taaquli dan Ta'abbudi Hukum lslam bersifat
rasional (faaquli) dan berkaitan dengan ibadah (ta‘abbudi).
Ini berarti hukum lslam tidak hanya mencakup aspek-aspek

kehidupan manusia secara logis, tetapi juga memandang
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aspek spiritual dan ibadah sebagai bagian integral dari
peraturan hukum. |
e. Wasathiyah: Hukum lIslam Dbersifat wasathiyah, artinya
seimbang dan harmonis. Tidak melibatkan ekstremisme
dalam pengaturan kehidupan, tetapi justru menekankan
keseimbangan dalam menjalankan tugasnya, memberikan
landasan yang adil dan seimbang bagi umat Islam.
6. Prinsip Hukum lslam
Secara etimologi, kata '"prinsip" merujuk pada dasar,
permulaan, atau aturan pokok. Juhaya §. Praja memberikan
definisi  prinsip sebagai suatu  permulaan, tempat
pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda (Rohidin, 2016).
Dalam terminologi, prinsip merujuk pada kebenaran universal
yang secara melekat dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak
utama dalam pembentukannya; prinsip ini membentuk
landasan hukum dan setiap cabangnya. Prinsip-prinsip hukum
Islam mencakup dua kategori, yaitu prinsip-prinsip umum dan
prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum merujuk - pada aspek
universal dari hukum lIslam yang mencakup seluruh sistem
hukum. Sementara prinsip khusus merujuk pada aspek-aspek
spesifik yang terkait dengan setiap cabang hukum Islam.
Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam memberikan
kerangka kerja yang holistik, menggabungkan kebenaran
universal dengan nuansa khusus yang terdapat dalam berbagai

cabang hukum Islam
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Juhaya S. Praja menyatakan bahwa terdapat tujuh prinsip

umum dalam hukum Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip

keadilan, prinsip amar ma'rub nahi mungkar, prinsip
kebebasan, prinsip persamaan, prinsip ta'awun, dan prinsip

toleransi (Rohidin, 2016).

Rinciannya dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid: Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh
bangunan hukum lIslam bermuara pada mengesakan Tuhan,
yaitu Allah SWT. Dengan prinsip tauhid, pelaksanaan suatu
hukum akan bermakna sebagai ibadah.

b. Prinsip Keadilan: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum
Islam harus adil dan merata bagi seluruh umat manusia,
tanpa diskriminasi apapun.

¢. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Prinsip ini menunjukkan
bahwa hukum Islam mendorong umatnya untuk melakukan
kebaikan dan mencegah kemungkaran.

d. Prinsip Kebebasan: Prinsip ini mengandung makna bahwa
hukum Islam tidak ada paksaan. Artinya, manusia dapat
menolak dan menerima hukum Islam namun tetap harus
bertanggung jawab akan keputusannya.

e. Prinsip Persamaan: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum
Islam harus merata bagi seluruh umat manusia, tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

f. Prinsip Ta'awun: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum
Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan

bekerja sama dalam kebaikan.
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g. Prinsip Toleransi: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum
Islam mendorong umatnya untuk saling menghormaﬁ dan
menghargai perbedaan, serta menjaga kerukunan antar
umat beragama.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam

dapat sangat kompleks dan seringkali diinterpretasikan secara

berbeda oleh para sarjana hukum Islam. Oleh karena itu,
penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara
substansial melalui cara pandang filsafat.

7. Tujuan Hukum Islam

Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum lslam

adalah kebahagiaan hidup manusia baik di dunia mapun di

akhirat demi kemaslahatan hidup manusia. Abu Ishaq al —

Shatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam

yakni :

a. Memelihara Agama (Hifzh Al- Din)

b. Memelihara jiwa (Hifzh Al- Nafs)

c. Memelihara akal (Hifzh Al- ‘Aql)

d. Memelihara Keturunan (Hifzh Al- Nasl)

e. Memelihara Harta (Hifzh Al- Mal)

Kelima tujuan hukum Islam itu dalam kepustakaan disebut a/-

magqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari'ah (Tujuan-tujuan

Hukum Islam)
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B.  ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Asas berasal dari bahasa Arab, Asasun yang artinya dasar, ba
pondasi. Asas-asas hukum lslam merupakan kajian penting dala
hukum Islam dan ilmu hukum. Asas merupakan pondasi ata
landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan
Dihubungkan dengan hukum, asas hukum berarti kebenaran yan,
dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapz
dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum
Dengan kata lain, asas hukum menjadi tolok ukur dalam hukum
(Ali, 2011) Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam,
terutama Al-Qur’an dan hadis. Asas ini menjadi dasar dalam
penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Asas hukum
Islam mencakup prinsip-prfnsip umum yang mencerminkan nilai-
nilai universal dalam Islam. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas
ini menjadi titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan
setiap cabangnya '

Menurut Daud Ali, asas hukum adalah kebenaran yang
dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat.
terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum
Islam juga dijelaskan oleh Bagir Manan sebagai sesuatu yang
sangat penting, karena tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum
Asas-asas hukum Islam mencakup prinsip-prinsip umum yan§
mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam. Prinsip-prinsip ini

menjadi landasan dalam pembentukan hukum dan setiap

e ———— ’ —
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cabangnya. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas ini menjadi titik
tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap cabangnya.
Asas hukum Islam memiliki beragam jenis, ada yang bersifat umum
dan ada pula yang bersifat khusus. Asas yang bersifat umum
terdapat dalam semua bidang hukum Islam, sementara yang
bersifat khusus terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam
tertentu. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah
Nabi Muhammad Saw., yang kemudian dikembangkan oleh para
ahli hukum Islam.
Asas hukum Islam menjadi landasan yang sangat dasar sehingga
kebenaran dapat ditemukan. Dalam konteks hukum, asas hukum
berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir
dan alasan pendapat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan
penegakan hukum. Asas hukum Islam juga menjadi tolok ukur
dalam hukum. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman, terdapat beberapa asas hukum Islam
yang bersifat umum, khusus dalam lapangan hukum pidana, dan
dalam lapangan lainnya. Asas hukum Islam juga mencakup
prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal
dalam Islam. Dalam konteks hukum lslam, asas-asas ini menjadi
titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap
cabangnya
1. Asas-Asas Umum Hukum lslam

Asas- asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat tiga

macam, yaitu:

a. Asas Keadilan
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Asas keadilan merupakan prinsip yang sangat penting
dalam hukum Islam. Keadilan menjadi nilai paling asas;
dalam ajaran Hukum Islam, dan menegakkan keadilan serta
memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan
diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat
dengan kebajikan  dan ketakwaan.  Nilai  keadilan
yang diterapkan  dalam setiap aspek  kehidupan
merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana
setiap orang muslim akan = memperoleh  hak dan
kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat
manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan
mukmin yang lain, keadilan dalam menentukan hak dan
kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dalam konteks
hukum, asas keadilan berarti kebenaran yang dipergunakan
sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat
dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.
Keadilan menjadi tolok ukur dalam hukum.

Keadilan dalam hukum Islam juga ditegaskan sebagai ruh

dari hukum, menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang
wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Keadilan

merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana

setiap orang  muslim akan memperoleh  hak dan

kewajibannya secara sama, Hak dan kewajiban yang sama-

sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna

yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan

dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah
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berpengaruh. Dalam praktik politik, hukum, budaya,
dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan. Keadilan
dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik
yang tertera di dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadist.
Banyak ayat Al-Qur'an yang memberitahukan manusia

untuk berlaku adil, diantaranya Q.S As-Shad ayat 26 :

Y5 iy G (:§>u 259 ¢ dds Adas € 3

;‘.,,1:1; mlJZ.L gy uj.LaJ .\.! u A»lJ.‘.; gy JL/‘A,eg}"M
Pledd g3 1525 G B

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan
(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan

kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena

mereka melupakan hari perhitungan.
b. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat
penting dalam hukum Islam. Secara normatif, kepastian
hukum  dapat diartikan  sebagai sebuah  peraturan
perundang-undangan  yang dibuat  serta diundangkan
dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum
dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan
menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga
tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik
dalam norma yang ada di masyarakat, Asas kepastian

hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku
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surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah
memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampay
sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah
Muhammad SAW. (Rohidin, 2016)

Menurut Nusrhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum
dalam  peraturan  perundang-undangan memerlukan
beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur
internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan
internal yang dimaksud ialah adanya kejelasan konsep
yang digunakan, serta norma hukum tersebut berisi
mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian
dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu
pula (Ismail, 2006). Dalam praktiknya, kepastian hukum
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian
hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan,
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat

penting dalam hukum Islam, Secara normatif, kepastian
hukum  dapat diartikan  sebagai sebuah  peraturan
perundang-undangan  yang dibuat  serta diundangkan
dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapa!

mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan"
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menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga
tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik
dalam norma yang ada dimasyarakat. Menurut Nusrhasan
Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan
perﬁndang-undangan memerlukan beberapa persyaratan
yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma
hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud ialah
adanya kejelasan konsep yang digunakan, serta norma
hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku
tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke
dalam konsep-konsep tertentu pula.

Asas kepastiah hukum juga memiliki arti keamanan hukum.
Kepastian  hukum  merupakan suatu  perlindungan
bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang
hakim. Melalui paradigma positivisme, kepastian hukum
pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah
melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai
hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah
atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki
kedaulatan. Dalam  praktiknya, kepastian hukum
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian
hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan,
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kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
hadapan hukum.

Kepastian hukum merupakan asas yang sangat penting
‘dalam hukum  Islam, sehingga Mohammad Daud A
menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam
hukum Islam dan karena itu asas kepastian hukum dapat
dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam (Ali, 2011),
Dalam konteks hukum lslam, kepastian hukum menjadi
landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat
ditemukan. ‘Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam
hukum, dan menegakkan kepastian hukum serta
memberantas ketidakpasti-an. merupakan salah satu tujuan
diturunkannya wahyu.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang mengiringi asas
keadilan dan kepastian hukum “dalam hukum Islam.
Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum seharusnya
mempertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi individu
maupun masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi
dengan tujuan pémidanaan, terutama dalam hal prevensi

khusus agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan melawan

hukum, serta prevensi umum agar setiap orang berhati-hati
untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan
sanksi. Putusan hakim juga diharapkan memberikan
manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum, dan

perkembangan ilmu pengetahuan (Ali, 2011). Menurut Al-

PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM 20

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, asas manfaat
telah diemukakan sebagai salah satu asas hukumnya sejak
abad ke-7 Masehi.

Asas kemanfaatan dalam hukum Islam juga ditegaskan
dalam implementasi asas keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum dalam pengadilan, terutama dalam
memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum
perkara perceraian. Dalam praktiknya, asas kemanfaatan
juga menjadi pertimbangan dalam membuat putusan hakim
tindak pidana korupsi. Asas kemanfaatan merupakan prinsip
yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga
Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang
sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas
kemanfaatan dapat dikatakan sebagai asas semua asas
hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, kemanfaatan
hukum menjadi landasan yang sangat dasar sehingga
kebenaran dapat ditemukan. Kemanfaatan hukum menjadi
tolok ukur dalam hukum, dan menegakkan kemanfaatan
hukum  serta  memberantas  ketidakbermanfaatan
merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu.

Dalam praktiknya, kemanfaatan hukum hakiki yang dituntut
Allah SWT adalah menaati dan memberlakukan syariah
Islam baik pada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat
di dalam negara. Islam menghendaki supaya kemanfaatan
hukum mutlak ditegakkan dan ketidakbermanfaatan

dihapuskan, Kemanfaatan hukum hanya akan dapat
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ditegakkan jika berdasarkan undang-undang Islam,
Kemanfaatan hukum merupakan asas yang sangat penting
dalam hukum Islam, sehingga Mohammad Daud Alj
menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam
hukum Islam dan karena itu asas kemanfaatan dapat
dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.

Contoh asas kemanfaatan ini ditarik dari Q.S Al — Bagarah
ayat 178 :

iy Ay A0l g petadh (K L il G
35 i a2 R iR 188 13 G A oles o) £7S;

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah
(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada
yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah
itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Asas kemanfaatan dalam hukum Islam mendasarkan pada
pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang
dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari
keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambil

keputusan di samping harus mempertimbangkan asas
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keadilan | dan asas kepastian hukum, juga harus
memperti\f/hbangkan aspek kemanfaatan. Asas kemanfaatan
dalam hukum Islam dapat dijumpai pada kasus Umar bin
Khattab/ yang tidak menghukumi potong tangan bagi

__pencuri mengingat pencuri dalam posisi terdesak dan
darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya
yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah.
Pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dengan
kemaslahatan juga perlu untuk menanamkan progresifitas
hukum Islam.

2. Asas-Asas Khusus Hukum Islam

Asas khusus dalam hukum lslam mencakup beberapa prinsip

yang berlaku dalam bidang hukum tertentu. Beberapa contoh

asas khusus dalam hukum Islam antara lain:

a. Asas hukum pidana Islam, yang terdiri dari asas legalitas,
asas amar makruf nahi munkar, asas teritorial, asas material,
dan asas moralitas.

Asas hukum pidana Islam terdiri dari beberapa prinsip yang

menjadi landasan dalam hukum pidana Islam. Berikut

adalah penjelasan singkat mengenai asas-asas hukum pidana

Islam:

1) Asas Legalitas: Asas ini menentukan bahwa tindak pidana
harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau
aturan  hukum sebelum seseorang  melakukan
pelanggaran atau perbuatannya. Dalam konteks hukum

pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan
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